





STUDI KASUS DI KABUPATEN GROBOGAN DAN  





 METODOLOGI PENELITIAN 
3.1. Metode Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei dengan analisis 
deskriptif. Menurut Singarimbun dan Effendi (2010), penelitian survei          
adalah penelitian dengan mengumpulkan data atau informasi atas fenomena             
yang terjadi di lapangan berupa kedudukan (status), fenomena (gejala)                       
dan menentukan persamaan status dengan cara mengembangkan hasil yang 
diperoleh dengan konsep/teori yang telah ada dengan pengambilan sampel               
dari satu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul                     
data  pokok. Analisis deskriptif melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif 
adalah mengumpulkan data atau informasi atas fenomena-fenomena yang             
terjadi di lapangan. Data yang diperoleh tersebut disusun, kemudian 
dianalisis, dan dijelaskan sehingga dapat memberikan gambaran mengenai 
fenomena-fenomena yang terjadi, menerangkan hubungan, menguji 
hipotesis-hipotesis serta mengambil kesimpulan dari hasil analisis yang 
diperoleh (Nazir, 2005). 
 
3.2. Variabel Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian, maka ditetapkan variabel penelitian yang 
digunakan dalam penelitian sebagai berikut : 
1. Memotret profil Gapoktan PUAP di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten 
Sukoharjo, variabel yang digunakan adalah struktur kepengurusan dan 
persyaratan simpan pinjam. 
2. Menganalisa faktor-faktor keberhasilan pelaksanaan program PUAP, adapun 
veriabelnya terdiri dari lima aspek yaitu 1) aspek pendanaan, 2) aspek 
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managemen kinerja, 3) aspek proses poendampingan, 4) aspek regulasi, dan 
5) aspek lingkungan. 
3. Strategi alternatif Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)          
dalam rangka membentuk Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) 
yang tangguh. Adapun variabel yang digunakan adalah Strategi alternatif 
secara keseluruhan pada Gapoktan PUAP di Kabupaten Grobogan dan 
Kabupaten Sukoharjo 
 
3.3. Definisi Operasional Penelitian 
Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut : 
1. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaaan (PUAP) merupakan program 
yang dikembangkan oleh Departemen Pertanian yang dilaksanakan               
secara terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri (PNPM-M) yang berupa bantauan modal usaha untuk petani,           
baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani, maupun rumah tangga 
miskin di perdesaan yang terkoordinasikan oleh gabungan kelompok             
tani (Gapoktan).  
2. Keberhasilan PUAP adalah perkembangan dana PUAP baik dan seghat, dan 
tercapainya tujuan PUAP yaitu terbentuknya Lembaga Keuangan Mikro 
Agribisnis (LKMA) yang tangguh. 
3. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah Kelembagaan usaha yang 
mengelola jasa keuangan untuk membiayai usaha skala mikro baik          
berbentuk formal maupun non formal yang diprakarsai oleh masyarakat          
atau pemerintah. Terbentuknya LKMA diakui oleh hukum, adanya Akta 
Pendirian LKMA yang sah. 
4. Potret profil Gapoktan PUAP merupakan suatu penjelasan dari gambaran 
kondisi secara umum pelaksanaan program PUAP pada Gapoktan PUAP di 
Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sukoharjo. 
5. Aspek pendanaan eratkaitannya dengan penguatan modal, sehingga 
pentingnya kebutuhan dan sumber modal dalam mendukung keberhasilan 
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program PUAP, selain bnantuan dana PUAP juga dibutuhkan bantuan lain 
dari pemerintah misalnya bantuan pupuk bersubsidi, sehingg dapat 
menunjang dalam pengembangan usaha agribisnis perdesaan 
6. Aspek managemen kinerja semakin baik dan sehat dilihat dari analisa rasio 
perkembangan, seperti yang dilakukan pada Gapoktan Marsudi Tani  pada 
Lampiran 8. Selain itu melihat analisis rasio juga dilakukan penilaian  dua 
variabel yaitu 1) kinerja kelembagaan Gapoktan mampu dalam pengelolaan 
dana PUAP, hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan asset, 
meningkatnya jumlah peminjam, rendahnya tunggakan peminjam, 
persyaratan mudah dipenuhi oleh peminjam; dan 2) Kinerja Kepengurusan 
yang ditunjukkan dengan keikutsertaan anggota, pengurus dan pengelola 
dalam partisipasi pertemuan/rapat rutin, dan terjalin kerjasama antar sesama 
kelompok tani dan pihak lain dalam pengembangan unit-unit usaha, 
meningkatnya kemampuan dan ketrampilan Gapoktan. 
7. Aspek Proses Pendampingan identik dengan kinerja pendamping, baik atau 
tidaknya dilihat dari cara pendampingan dalam meningkatkan kemampuan 
Gapoktan dalam mengelola LKMA, sehingga untuk menilai kinerja 
pendampingan yang dikatakan baik adalah berdasarkan tanggapan dari 
anggota, pengurus, maupun pengelola bahwa proses pendampingan sudah 
sesuai dengan tugas pendamping pada program PUAP. 
8. Aspek Regulasi yang dimaksud adalah dalam proses sosialisasi program 
PUAP berdasarkan tanggapan dari anggota, pengurus, maupun pengelola 
bahwa dikatakan sudah pemahaman terhadap program PUAP, yaitu dapat 
menjelaskan tujuan secara garis besar, dan penggunaan dana PUAP dalam 
pengembangan usaha agribisnis perdesaan. 
9. Aspek Lingkungan dengan melihat optimalisasi potensi yang ada di daerah 
tersebut dalam pemanfaatan dana PUAP dalam pengembangan usaha 
agribisnis perdesaan, untuk itu dalam menilai pemanfaatannya berdasarkan 
tanggapan dari anggota, pengurus, maupun pengelola bahwa berkembang dan 
meningkat usaha agribisnis tersebut. 
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10. Strategi alternatif Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dalam 
rangka membentuk Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) yang 
tangguh. Dilakukan berdasarkan beberapa tahapan dalam penentuan strategis 
yaitu terdiri dari dua tahap yakni tahap perumusan strategi alternatif PUAP 
melalui Focus Group Discussinin (FGD); dan selanjutnya dilakukan tahap 
penggambilan keputusan menggunakan Analitycal Hierarchy Process (AHP), 
sehingga nantinya diperoleh Strategi alternatif secara keseluruhan pada 
Gapoktan PUAP di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sukoharjo. 
 
3.4. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara Purposive sampling.           
Menurut Riduwan (2010), purposive adalah teknik pengambilan sampel 
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Lokasi penelitian yaitu             
di Kabupaten Grobogan, pada penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan 
program PUAP, maka diperlukan pembanding sebagai tolok ukur penilaian 
pelaksanaan program PUAP yang berhasil, berdasarkan penilaian pada tahun 2010 
salah satu Gapoktan di Kabupaten Sukoharjo terpilih menjadi Gapoktan 
berprestasi yaitu Gapoktan Hesti mulyo. Oleh karena itu berdasarkan 
pertimbangan dan pengarahan dari judgement dari Balai Pengkajian Teknologi 
Pertanian (BPTP) Jawa Tengah, maka mengambil lokasi di Kabupaten Sukoharjo 
yaitu Gapoktan Hesti mulyo, Kelurahan Begajah, Kecamatan Sukoharjo. 
Pertimbangan lainnya  Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi yang baik di sektor 
pertanian berbasis agribisnis.  
Pemilihan Kabupaten Grobogan berdasarkan pertimbangan antara lain yaitu 
Kabupaten grobogan memiliki potensi yang baik, karena termasuk salah satu 
penyangga beras nasional dimana hal itu ditunjang dengan pengairan yang baik 
yaitu dari bendungan klambu, bendungan sedadi, bendungan kedung ombo dan 
lain-lain, sehingga mempunyai potensi yang besar dalam sektor pertanian berbasis 
agribisnis, baik dalam sektor panfaatannya maupun untuk dikembangkan sehingga 
memberikan kontribusi yang tinggi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi 
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daerah. Berdasarkan potensi tersebut terkait dengan program pengembangan 
usaha agribisnis perdesaan (PUAP), maka sangat tepat apabila dengan adanya 
bantuan dana untuk pengembangan usaha agribisnis diperdesaan. 
Pertimbangan selanjutnya, bahwa pemberian bantuan dana PUAP            
sejak tahun 2008 sampai sekarang perkembangan dana PUAP tersebut belum  
maksimal, dikarenakan perkembangan dana PUAP pada setiap Gapoktan                 
di Kabupaten Grobogan sangat berbeda-beda. Hal itu dipengaruhi oleh              
faktor-faktor keberhasilan pelaksanaan program PUAP. Penelitian ini dilakukan 
pada bulan Februari – Juni tahun 2012. 
 
3.5. Jenis dan Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data pimer 
diperoleh dari observasi lapangan atau pengamatan secara langsung                          
di lokasi atau mendatangani responden dengan mewawancarai responden dan 
pengisian kuesioner. Data primer bersumber dari anggota Gapoktan yang 
tergabung dalam LKMA, pengurus Gapoktan, pengelola Lembaga Keuangan 
Mikro Agribisnis (LKMA) dan penyuluh pendamping/Penyelia Mitra Tani (PMT) 
serta Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota. 
Data sekunder yaitu data dari instansi yang terkait antara lain yaitu : 
lembaga tingkat desa hingga kecamatan, Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo, 
Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Grobogan, 
Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 
(BPTP) Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan instansi terkait 
lainnya, juga berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. 
 
3.6. Metode Pengambilan Sampel 
 Sampel yang digunakan ada dua yaitu Sampel pertama adalah sampel 
pembanding digunakan hanya Gapoktan berprestasi yaitu Gapoktan Hesti mulyo, 
Kabupaten Sukoharjo. Sampel ke dua yaitu di Kabupaten Grobogan. Uraian 
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penjelasan terinci mengenai metode yang digunakan dalam pemilihan sampel di 
Kabupaten Grobogan yaitu dijelaskan pada penjelasan berikutnya. 
 
3.6.1. Metode Pengambilan Sampel  Kabupaten dan Gapoktan/Desa 
Pemilihan sampel Kecamatan Grobogan, pemilihan sampel 
Gapoktan/Desa. Tahapan ini dalam pemilihannya berdasarkan pengarahan 
judgement dari Tim Teknis Kabupaten/kota Kabupaten Grobogan yang 
penunjukkan sampel lokasi desa disesuaikan dengan tahun pemberian dana PUAP 
yaitu tahun 2008-2010, setiap tahunnya dipilih satu kecamatan dan dipilih dua 
Gapoktan/desa disetiap kecamatan yang terpilih. Total Gapoktan/desa yang 
menjadi sampel penelitian yaitu 3 Kecamatan dan 6 Gapoktan/desa, dengan 
rincian sebagai berikut : 
1) Tahun 2008 di Kecamatan Wirosari, yaitu Gapoktan Marsudi Tani di Desa 
Kalirejo dan Gapoktan Ngudi Raharjo di Desa Tambakrejo 
2) Tahun 2009 di Kecamatan Penawangan, yaitu Gapoktan Suko Makmur          
di Desa Ngeluk dan Gapoktan Manjur di Desa Winong 
3) Tahun 2010 di Kecamatan Purwodadi, yaitu Gapoktan Ngudi Mulyo di Desa 
Nambuhan dan Gapoktan Ngudi Rahayu di Desa Kalongan 
 
3.6.2. Metode Pengambilan Sampel Responden 
Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel responden yaitu secara 
purposive. Responden dalam penelitian ini terbagi dalam dua, yaitu responden 
masyarakat dan keyperson. Sampel responden untuk menganalisis tingkat 
pendapatan dan faktor-faktor keberhasilan pelaksanaan program PUAP ini 
sebanyak 140 responden yaitu pengurus, anggota, dan pengelola. Rincian sampel 
sebagai berikut sampel pertama adalah Gapoktan berprestasi yaitu Gapoktan Hesti 
mulyo, Kabupaten Sukoharjo, sampel yang digunakan sebangak 20 responden dan 
sampel Gapoktan di Kabupaten Grobogan sebanyak 120 responden terdiri dari 40 
responden setiap Kecamatan yang terbagi menjadi 20 pada masing-masing 
Gapoktan/desa. Penunjukkan sampel responden berdasarkan pertimbangan dari 
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pengurus Gapoktan dan Tim Teknis Kabupaten/kota yang dianggap dapat 
mengetahui perkembangan program PUAP pada Gapoktan tersebut.  
Sampel responden dalam penentuan strategi program PUAP ditentukan 
secara purposive sampling seperti yang dilakukan oleh Susilowati dan 
Mayanggita (2008). Pada penelitian ini mengambil sampel key person sebanyak 
12 orang. Sampel tersebut terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu akademisi (A), 
bisnis (B), pemerintah (G)  dan masyarakat terkait (C). Sampel yang digunakan 
berdasarkan key person, dengan rincian sampel sebagai berikut : 
 Akademisi yaitu Dosen/LSM (1 orang) 
 Pelaku Bisnis yaitu terdiri dari pengelola LKMA (2 orang), pengurus 
Gapoktan (2 orang), dan penyuluh pendamping/Penyelia Mitra Tani (PMT) 
(2 orang) 
 Pemerintah meliputi Pemerintah Daerah yaitu Tim Teknis Kabupaten/Kota 
yang meliputi Dinas Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo (2 orang),            
dan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten 
Grobogan (2 orang) 
 Masyarakat meliputi anggota Gapoktan yang tergabung dalam LKMA         
(3 orang) 
 
3.7. Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan 
dengan menggunakan observasi, wawancara, data sekunder, dan FGD                
(Focus Group Discussion). 
 
3.8.1. Observasi 
Observasi merupakan penggumpulan data yang dilakukan dengan 
peninjauan dan pengamatan secara langsung ke lokasi serta objek-objek yang 
diteliti dengan berpedoman pada kuesioner. Menurut Arikunto (2006), observasi 
langsung adalah pengamatan yang dilakukan terhadap objek di tempat 
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kejadian/berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi bersama objek yang 
diteliti. Melalui teknik ini, data yang dibutuhkan, terutama mengenai gambaran 
umum dari objek yang diamati, didokumentasikan. Kegiatan observasi ini 
mengamati secara langsung kegiatan pengurus Gapoktan Berprestasi Hesti Mulyo 
dan pengurus Gapoktan di Kabupaten Grobogan berdasarkan pemilihan sampel 
penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dari objek penelitian, juga 
untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai pelaksanaan PUAP di dua 
kabupaten yaitu Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Grobogan.  
 
3.8.2. Wawancara 
 Wawancara/interview dilakukan berdasarkan data hasil observasi   lapangan, 
dan bila perlu dilakukan wawancara mendalam (indepth interview). Wawancara 
dapat dilakukan baik secara tatap muka langsung maupun di dalam grup      
diskusi terarah FGD (focus group discussion). Caranya dengan mengajukan  
daftar pertanyaan langsung atau secara lisan, kepada responden. Dijelaskan pula 
oleh Sumarsono (2004) bahwa dalam teknis wawancara harus selalu diupayakan 
terjadi komunikasi dan interaksi 2 arah antara peneliti dan obyek riset 
(responden). Menurut Arikunto (2006), wawancara/interview bertujuan mencoba 
mendapatkan keterangan/pendirian secara lisan dari seorang responden, bercakap-
cakap berhadapan muka dengan orang yang diwawancarai. 
 
3.8.3. Kuesioner 
Data dan informasi diperoleh dengan membuat daftar pertanyaan, yang 
disebut secara umum dengan nama kuesioner. Kuesioner  nerupakan dengan 
alat bantu berupa kuesioner yaitu daftar pertanyaan tertulis yang disusun secara 
terstruktur yang telah disediakan pilihan jawaban yang disajikan pada responden 
untuk diisi secara bebas sesuai keadaan dan pendapat yang dialami responden. 
Kuesioner yang di buat dalam penelitian ini ada dua yaitu kuesioner untuk  
menganalisis faktor-faktor keberhasilan pelaksanaan program PUAP, dan 
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kuesioner pengambila keputusan yang ditujukan hanya kepada responden 
keyperson yang berkompeten.  
 
3.8.4. Focus Group Discussinin (FGD) 
Focus Group Discussinin (FGD) dilakukan dengan brainstorming dan 
dialog dengan pihak-pihak yang dianggap berkompeten dengan masalah-masalah 
penelitian dengan unsur akademisi (A), bisnis (B), pemerintahan (G) dan 
masyarakat terkait (C). Key person yang berkompeten ini, meliputi : 
 Akademisi yaitu Dosen/LSM 
 Pelaku Bisnis yaitu terdiri dari pengelola LKMA, pengurus Gapoktan, 
penyuluh pendamping/Penyelia Mitra Tani (PMT) 
 Pemerintah meliputi Pemerintah Daerah yaitu Tim Teknis Kabupaten/Kota 
yang meliputi Dinas-Dinas yang terkait dengan program PUAP, yaitu Dinas 
Pertanian Kabupaten Sukoharjo, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan 
Hortikultura Kabupaten Grobogan 
 Masyarakat meliputi anggota Gapoktan yang tergabung dalam LKMA 
Melalui sistem FGD ini, di tanyakan beberapa hal terkait dengan                  
fokus penelitian sehingga dalam satu waktu tersebut peneliti langsung 
mendapatkan  data dengan cepat dan efektif. Selain itu penggunaan FGD ini akan 
mampu memberikan solusi kepada pengurus dan anggota Gapoktan, supaya 
mengetahui faktor-faktor keberhasilan dalam pelaksanaan program PUAP             
di wilayah masing-masing. 
Hasil dari FGD dan wawancara mendalam dengan keyperson yang 
berkompeten, maka selanjutnya merumuskan strategi PUAP yang merujuk            
pada roadmap dan tujuan penelitian. Strategi ini nantinya dapat menjadi            
acuan  dan membantu dalam mensukseskan program PUAP di Jawa Tengah, 







3.8. Metode Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Analisis yang digunakan 
dalam pendekatan kualitatif yaitu analisis deskriptif kualitatif dan analisis 
deskriptif kuantitatif. Sedangkan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis 
yaitu analisis heirarki proses (AHP). Pada penelitian ini, analisis deskriptif 
kualitatif digunakan untuk memotret profil Gapoktan di Kabupaten Sukoharjo  
dan Kabupaten Grobogan, dan analisis deskriptif kuantitatif digunakan          
untuk menganalisa faktor-faktor keberhasilan dalam mengembangkan usaha 
agribisnis perdesaan, sehingga dapat mengevaluasi pelaksanaan program PUAP  
di Jawa Tengah. Selanjutnya dilanjutkan ke Analitycal Hierarky Process (AHP) 
merupakan analisis yang digunakan untuk merumuskan strategi Pengembangan 
Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). 
 
3.8.1. Analisis Deskriptif Kualitatif 
Analisis deskriptif kualitatif merupakan penyajian, penafsiran data yang ada 
dengan tujuan mendeskripsikan suatu fenomena sosial yang disertai intrepretasi 
terhadap faktor-faktor yang ada di lapangan (Singarimbun dan Effendi, 1989). 
Tujuan analisis ini adalah mencari keadaan subjek atau objek penelitian, 
menentukan fluktuasi dari berbagai gejala atau data, kemudian menjelaskan 
hubungan antara berbagai data dan gejala satu sama lain. Untuk mendapatkan 
informasi kualitatif maka pengumpulan data dilakukan FGD dan wawancara 
mendalam terhadap beberapa responden kunci key person yang meliputi 
akademisi, pelaku bisnis, pemerintah, petani, Gapoktan PUAP dan penyuluh 
pendamping/PMT. Melalui wawancara mendalam dapat menjelaskan mengenai 








3.8.2. Analisis Deskriptif Kuantitaif  
 Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan survei dan didukung FGD             
dan wawancara mendalam dengan beberapa responden kunci key person, sehingga 
diperoleh beberapa variabel faktor-faktor keberhasilan pelaksanaan PUAP, dapat 
dilihat pada Gambar 4. Analisis deskriptif pendekatan kuantitatif digunakan 
untuk mengetahui pelaksanaan program PUAP, yang dilihat dari pengkajian 
faktor-faktor keberhasilan pelaksanaan program PUAP. Statistik deskriptif adalah 
metode yang digunakan untuk mengumpulkan, meringkas, menyajikan dan 







Gambar 4. Variabel yang mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Program 
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). 
 
3.8.3. Analitycal Hierarchy Process (AHP)  
Menganalisa tujuan ke tiga yaitu untuk mengetahui strategi PUAP 
digunakan Analitycal Hierarchy Process (AHP). Prosedur yang dilakukan pada 
teknik AHP dalam menyediakan yang sudah teruji efektif dalam mengidentifikasi 
dan menentukan prioritas dalam pengambilan keputusan dan menentukan prioritas 
dalam pengambilan keputusan yang kompleks (Firdaus dan Farid, 2008). Tujuan 
penerapan AHP dalam penelitian ini adalah untuk menentukan strategi 
pengembangan usaha agribisnis perdesaan di Jawa Tengah pada studi empiris          
dua Kabupaten yaitu di Kabupaten Sukoharjo dan di Kabupaten Grobogan  
dengan mempertimbangkan faktor-faktor keberhasilan pelaksanaan program 
Regulasi Pendanaan 
Faktor-faktor Keberhasilan 








PUAP. Menurut Latifah (2005), bahwa AHP merupakan alat yang digunakan 
untuk membantu menyelesaikan kerumitan dalam pengambilan keputusan akibat 
beragamnya kriteria. Ada beberapa langkah dalam menyusun analisis AHP, yaitu:  
1. Menentukan tujuan berdasarkan latar belakang masalah yang ada. Tujuan 
yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu strategi pengembangan usaha 
agribisnis (PUAP) di Jawa Tengah pada studi empiris dua Kabupaten yaitu di 
Kabupaten Sukoharjo dan di Kabupaten Grobogan. 
2. Menentukan kriteria, kriteria didapat dari hasil diskusi melalui Focus Group 
Discussion (FGD) terhadap key person yang berkompeten terhadap 
pengembangan usaha agribisnis pedesaan di Jawa Tengah pada studi empiris 
dua Kabupaten yaitu di Kabupaten Sukoharjo dan di Kabupaten Grobogan.   
key person yang berkompeten ini, meliputi: 
 Akademisi yaitu Dosen/LSM 
 Pelaku Bisnis yaitu terdiri dari pengelola LKMA, pengurus Gapoktan, 
penyuluh pendamping/Penyelia Mitra Tani (PMT) 
 Pemerintah meliputi Pemerintah Daerah yaitu Tim Teknis Kabupaten/Kota 
yang meliputi Dinas-Dinas yang terkait dengan program PUAP, yaitu 
Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo, Dinas Pertanian dan Tanaman 
Pangan dan Hortikultura Kabupaten Grobogan 
 Masyarakat meliputi anggota Gapoktan yang tergabung dalam LKMA 
3. Menentukan alternatif seperti menentukan kriteria yang dilakukan pada         
saat diskusi dengan key person yang berkompeten dalam mewujudkan 
kesejahteraan petani di Jawa Tengah pada studi empiris dua Kabupaten yaitu 
di Kabupaten Sukoharjo dan di Kabupaten Grobogan. Pada penelitian ini 
dibahas mengenai strategi apa yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan 
program PUAP tersebut. Perumusan kriteria dan alternatif, dapat dijelaskan 
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Gambar  5.  Kerangka Hierarki 
 
Keterangan : 
(1A)  Peningkatan Ketersediaan modal, Meningkatkan modal Gapoktan dari pinjaman Lembaga 
Keuangan lain dan simpanan Gapoktan 
(1B)  Bunga pinjaman, Perkembangan dana PUAP dengan adanya bunga pinjaman sesuai 
kesepakatan 
(1C) Pemberian bantuan lain dari pemerintah, misalnya bantuan penyediaan bibit, pupuk, obat-
obatan, dan lain-lain untuk pengembangan usaha agribisnis 
(2A) Pengelola/pengurus harus memiliki jiwa kepemimpinan tegas, disiplin, jujur dan 
bertanggung jawab 
(2B) Melakukan rencana usaha kelompok (RUK), rencana usaha anggota (RUA), dan rencana usaha 
bersama (RUB) bidang agribisnis yang menguntungkan bagi kepentingan untuk kesejahteraan 
anggota Gapoktan 
(2C) Mentaati tata tertib persyaratan simpan pinjam maupun administrasi pembukuan/keuangan 
berdasarkan ketentuan yang berlaku 
(2D) Melaksanakan rapat pertemuan rutin untuk membahas perkembangan PUAP dan 
mengevaluasi pelaksanan usaha agribisnis 
(2E) Meningkatkan kerjasama dengan unit-unit usaha untuk pengembangan usaha agribisnis 
perdesaan 
(2F) Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan Gapoktan dalam pemanfaatan teknologi 
(3A)  Tim teknis PUAP memberikan fasilitas dalam mendukung dan mengoperasionalkan 
pelaksanaanprogram PUAP 
(3B) Memberikan pelatihan dan pembinaan mengenai managemen kinerja keuangan pada 
pengelola/pengurus Gapoktan 
(3C) Penyuluh dan PMT memberikan bimbingan dan pendampingan dalam pemanfaatan dana 
pengelolaan BLM PUAP sehingga menjadi lembaga ekonomi petani atau lembaga 
keuangan mikro 
(3D) Memberikan bimbingan teknis dan fasilitas dalam usaha agribisnis perdesaan terhadap 
sarana produksi, IPTEK dan pasar 
(3E) Tim teknis PUAP melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan sekaligus 
pelaksanaan  program PUAP 
(4A)  Sosialiasasi program PUAP. Memberikan pemahaman dan persepsi yang sama terhadap 
penggunaan dan pemanfaatan dana PUAP 
(4B) Koordinasi program PUAP. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada 
anggota GApoktan PUAP 
(4C) Pemerintah menetapkan kebijakan dan aturan umum dalam pengembangan PUAP harus 
jelas, tegas dan tepat sasaran 
(4D) Memberikan pelatihan dan pemberdayaan SDM dan IPTEK dengan melakukan kerjasama 
dari pihak akademisi dan lembaga penelitian 
(5A)  Pengarahan pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) melalui identifikasi  
potensi desa 
(5B) Penanganan terhadap pengaruh kondisi alam yang tidak menentu 
Faktor-faktor Keberhasilan  













4. Menyebarkan kuesioner kepada responden/key person 
5. Menyusun matriks dari hasil rata-rata yang didapat responden tersebut, 
kemudian hasilnya diolah menggunakan Expert Choice Versi 9 
6. Menganalisis hasil olahan dari Expert Choice Versi 9 untuk mengetahui nilai 
inkonsistensi dan prioritas. Jika nilai konsistensinya lebih besar dari satu maka 
hasil tersebut tidak konssten. Sebailiknya jika nilai konsistensinya kurang dari 
satu maka hasil tersebut dinyatakan konsisten. Hasil tersebut dapat diketahui 
kriteria dan alternatif yang diprioritaskan. Variabel hierarki dengan tujuan 
merumuskan strategi PUAP di Jawa Tengah pada studi empiris dua Kabupaten 
yaitu di Kabupaten Sukoharjo dan di Kabupaten Grobogan, dapat dijelaskan 
melalui sususnan kerangka hierarki pada Tabel 5. 
Menurut Saaty (1993), untuk menetapkan prioritas elemen-elemen dalam 
suatu persoalan keputusan adalah membuat pembandingan berpasangan (pairwise 
comparisons), yaitu setiap elemen dibandingkan berpasangan terhadap suatu 
kriteria yang ditentukan. Bentuk dari pada pembandingan berpasangan adalah 
matriks berikut ini : 
C A1 A2 A3 A4 
A1 1    
A2  1   
A3   1  
A4    1 
 
Pengisisan matriks banding berpasangan tersebut menggunakan bilangan 
yang menggambarkan relatif pentingnya suatu elemen di atas yang lainya. Skala 
tersebut mendefinisikan dan menjelaskan nilai 1-9 yang ditetapkan sebagai 
pembandingan dalam membandingkan pasangan elemen yang sejenis di setiap 
tingkat hierarki terhadap suatu kriteria yang berada setingkat di atasnya. 
Pengalaman telah membuktikan bahwa skala sembilan satuan dapat diterima dan 




C:  Kriteria 
A:  Alternatif 
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Tabel 5. Variabel Hierarki dengan Tujuan Merumuskan Strategi Pengembangan 





Tingkat I    : 
Tujuan 
Strategi Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Jawa Tengah, Studi empiris 
dua Kabupaten yaitu Kabupeten Sukoharjo dan Kabupaten Grobogan 
 
Tingkat II   : 
Kriteria 
1. Pendanaan 
2. Managemen Kinerja 




Tingkat III :  
Alternatif 
(1A) Peningkatan Ketersediaan modal, Meningkatkan modal Gapoktan dari pinjaman Lembaga 
Keuangan lain dan simpanan Gapoktan 
(1B)  Bunga pinjaman, Perkembangan dana PUAP dengan adanya bunga pinjaman sesuai kesepakatan 
(1C) Pemberian bantuan lain dari pemerintah, misalnya bantuan penyediaan bibit, pupuk, obat-obatan, 
dan lain-lain untuk pengembangan usaha agribisnis 
(2A) Pengelola/pengurus harus memiliki jiwa kepemimpinan tegas, disiplin, jujur dan bertanggung 
jawab 
(2B) Melakukan rencana usaha kelompok (RUK), rencana usaha anggota (RUA), dan rencana usaha 
bersama (RUB) bidang agribisnis yang menguntungkan bagi kepentingan untuk kesejahteraan 
anggota Gapoktan 
(2C) Mentaati tata tertib persyaratan simpan pinjam maupun administrasi pembukuan/keuangan 
berdasarkan ketentuan yang berlaku 
(2D) Melaksanakan rapat pertemuan rutin untuk membahas perkembangan PUAP dan mengevaluasi 
pelaksanan usaha agribisnis 
(2E) Meningkatkan kerjasama dengan unit-unit usaha untuk pengembangan usaha agribisnis 
perdesaan 
(2F) Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan Gapoktan dalam pemanfaatan teknologi 
(3A)  Tim teknis PUAP memberikan fasilitas dalam mendukung dan mengoperasionalkan 
pelaksanaanprogram PUAP 
(3B) Memberikan pelatihan dan pembinaan mengenai managemen kinerja keuangan pada 
pengelola/pengurus Gapoktan 
(3C) Penyuluh dan PMT memberikan bimbingan dan pendampingan dalam pemanfaatan dana 
pengelolaan BLM PUAP sehingga menjadi lembaga ekonomi petani atau lembaga keuangan 
mikro 
(3D) Memberikan bimbingan teknis dan fasilitas dalam usaha agribisnis perdesaan terhadap sarana 
produksi, IPTEK dan pasar 
(3E) Tim teknis PUAP melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan sekaligus 
pelaksanaan  program PUAP 
(4A)  Sosialiasasi program PUAP. Memberikan pemahaman dan persepsi yang sama terhadap 
penggunaan dan pemanfaatan dana PUAP 
(4B) Koordinasi program PUAP. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada anggota 
GApoktan PUAP 
(4C) Pemerintah menetapkan kebijakan dan aturan umum dalam pengembangan PUAP harus jelas, 
tegas dan tepat sasaran 
(4D) Memberikan pelatihan dan pemberdayaan SDM dan IPTEK dengan melakukan kerjasama dari 
pihak akademisi dan lembaga penelitian 
(5A)  Pengarahan pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) melalui identifikasi  potensi desa 
(5B) Penanganan terhadap pengaruh kondisi alam yang tidak menentu   
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Skala banding berpasangan yang digunakan dalam penyusunan AHP untuk 
menentukan susunan prioritas alternatif dan kriteria guna mencapai sasaran 
pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) yang tepat. Setelah semua 
pertimbangan di terjemahkan secara numerik, validitasnya dievaluasi dengan 
suatu uji konsistensi. Pada persoalan pengambilan keputusan, konsistensi sampai 
kadar tertentu dalam menetapkan prioritas untuk elemen-elemen dan aktivitas-
aktivitas berkenaan dengan beberapa kriteria adalah perlu untuk memperoleh 
hasil-hasil yang sahih dalam dunia nyata. 
 Menurut Hidayat et al. (2004), AHP mengukur konsistensi menyeluruh dari 
berbagai pertimbangan melalui rasio konsistensi. Nilai rasio konsistensi harus 
lebih kecil atau maksimum sama dengan 10 % (CR ≤ 0,1). Jika lebih dari 10%, 
pertimbangan tersebut mungkin agak acak dan perlu diperbaiki. Pengukuran rasio 






CR :  Consistency Rasio 
CI :  Consistency Index 
RH :  Random Index 
 
Nilai Random Index yang dikeluarkan oleh Oarkridge Laboratory adalah : 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
RI 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,25 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 
 
 Untuk keperluan pengolahan data pada dasarnya AHP dapat menggunakan 
dari satu responden ahli. Namun dalam apikasinya penilaian kriteria dan alternatif 
dilakukan oleh beberapa ahli multidispliner. Konsekuensinya pendapat beberapa 
ahli perlu di cek konsistensinya satu per satu, pendapat yang konsisten kemudian 
digabungkan dengan menggunakan rata-rata geometrik (Saaty, 1993). 
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 Pengolahan data pada dasarnya AHP dapat menggunakan dari satu 
responden ahli. Namun dalam apikasinya penilaian kriteria dan alternatif 
dilakukan oleh beberapa ahli multi displiner. Konsekuensinya pendapat beberapa 
ahli perlu di cek konsistensinya satu per satu, pendapat yang konsisten kemudian 




Keterangan :  
   = Rata-rata Geometri 
  n  = Jumlah responden 
   = Penilaian oleh responden ke i 
 Selanjutnya diolah dengan prosedur AHP. Setelah dilakukan running 
melalui Expert Choice Versi 9 dan ditunjukan hasil urutan skala prioritas       
secara grafis untuk mencapai sasaran pengembangan usaha agribisnis pedesaan 
(PUAP) di Jawa Tengah pada studi empiris dua Kabupaten yaitu di Kabupaten 
Sukoharjo dan di Kabupaten Grobogan urutan skala prioritas tersebut            
sesuai denganm bobot dari masing-masing alternatif serta besarnya konsistensi 
gabungan hasil running. Apabila besarnya rasio konsistensi tersebut ≤ 0,1,           
maka keputusan yang diambil oleh para key person dalam menentukan skala 
prioritas cukup konsisten. Hal ini dapat diartikan bahwa prioritas tersebut dapat 
diimplementasikan sebagai kebijakan untuk mencapai sasaran. 
 
 
 
